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SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasaninternal adalahseluruhproseskegiatanaudit, reviu,evaluasi,pemantauan,dankegiatanpengawasanlain terhadappenyelenggaraantugasdan
fungsiorganisasidalamrangkamemberikankeyakinanyangmemadaibahwakegiatantelah dilaksanakansesuaidengantolok ukur yangtelah ditetapkan
secaraefektif danefisienuntuk kepentinganpimpinandalammewujudkantata kepemerintahanyangbaik.

2. Inspektorat Utamaadalahunsurpengawasaninternal di lingkunganSekretariatJenderaldanBadanKeahlian,yangberadadi bawahdan bertanggungjawab
kepadaSekretarisJenderalDPRRI.

3. InspektoratUtamamempunyaitugasmelaksanakanpengawasaninternal di lingkunganSekretariatJenderaldanBadanKeahlianDPRRI.
4. Inspektorat Utama memiliki kewenanganuntuk mengaksesseluruh informasi Satuan Kerja/Biro/Pusat,mengatur sumber daya APIP,meminta dan

memperolehdukungandan/atau asistensiyangdiperlukansehubungandenganpelaksanaantugasdan fungsipengawasaninternal serta kewenanganlain
sebagaimanatercantumdalamlampirainpiagamini.

5. Untuk mewujudkan pengawasaninternal yang efektif, PimpinanSekretariatJenderaldan BadanKeahlianDPRRI wajib menciptakandan memelihara
LingkunganPengendalianyangbaikmelalui:

a. Penegakanintegritasdannilai etika;
b. Komitmenterhadapkompetensi;
c. Kepemimpinanyangkondusif;
d. Pembentukanstruktur organisasiyangsesuaidengankebutuhan;
e. Pendelegasianwewenangdantanggungjawabyangtepat;
f. Penyusunandanpenerapankebijakanyangsehattentangpembinaansumberdayamanusia;
g. MewujudkanperanAPIPyangefektif;
h. HubungankerjayangbaikdenganInstansiPemerintahterkait.

PenjelasanatasPiagamAudit Intern ini adalahsebagaimanatercantumdalamLampiranPiagamini yangmerupakanbagianyangtidak terpisahkandariPiagamini.

PiagamAudit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahandan/atau penyempurnaanguna menjamin
keselarasandenganpraktik-praktik terbaikdi bidangpengawasan,perubahanlingkunganorganisasi,danperkembanganpraktik-praktikpenyelenggaraantugasdan
fungsipemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober2015

Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

ttd.

(DR. Winantuningtyastiti S., M.Si.)
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BAB I   : Pendahuluan
Berisi latar belakang, visi dan misi, tugas dan fungsi, ruang lingkup, tujuan dan 
sasaran, serta wewenang dan tanggung jawab.

BAB II  : Struktur Organisasi Inspektorat Utama

BAB III : Standar Profesi dan Kode Etik
Berisi standar profesi auditor umum, standar profesi auditor kepegawaian serta kode 
etik auditor.

BABIV : StandarAudit
Berisistandarumum audit, persyaratanprofesionalismeauditor,
persyaratanlingkup kerja auditor, persyaratanpelaporanaudit
sertapersyaratanpengelolaanSistemPengendalianIntern.

BAB V  :  Pola Hubungan Inspektorat Utama dengan Para Pihak
Berisi hubungan Inspektorat Utama dengan Auditee, Auditor Eksternal, BURT DPR RI 
serta Sekretaris Jenderal DPR RI.

BAB VI :  Penutup
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Latar Belakang

a. Untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta untuk

menjamin agar Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, peranan pengawasan yang

dilakukan Inspektorat Utama perlu ditingkatkan dan disesuaikan

dengan kewenangan dan kebutuhan.

b. Demi terselenggaranya peranan pengawasan secara optimal,

perlu adanya Piagam Pengawasan internal sebagai pegangan

para auditor dalam melaksanakantugasnya.

c. Piagam Pengawasan internal diperlukan agar ada persamaan

persepsi dan kesatuan arah bagi para auditor dalam

melaksanakantugasnya.

d. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan

dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan

tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.

e. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para

pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya

fungsi audit audit intern atas penyelenggaran pemerintahan di

lingkungan Sekretariat Jenderal DPRRI

Visi dan Misi Inspektorat Utama

Visi

Mewujudkan Unit Pengawasan internal

yang Profesional dan Berintegritas

Sebagai Mitra Strategis Setjen dalam

Meningkatkan Kinerja Setjen dan BKD

DPRRI

Misi

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern

terhadap AkuntabilitasKeuanganNegara

di lingkungan Sekretariat Jenderal dan

BadanKeahlianDPRRI;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern di lingkungan

SekretariatJenderaldan BadanKeahlian

DPRRI;

3. Mengembangkan kapasitas Inspektorat

UtamayangProfesionaldanKompeten.
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Tugas

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat

Jenderal dan Badan Keahlian DPRRI.

Fungsi

Dalam melaksanakantugasnya Inspektorat Utama menjalankan fungsi:

1) PerumusandanevaluasirencanastrategisInspektoratUtama;

2) Koordinasidanpembinaanterhadappelaksanaantugasunit organisasidi lingkunganInspektoratUtama;

3) Penyiapanperumusankebijakanpengawasan;

4) Pelaksanaanpengawasaninternal terhadapkinerja dan keuanganmelaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatanpengawasanlainnya;

5) Pelaksanaanpengawasanuntuk tujuan tertentu atas penugasanSekretarisJenderaldan/atau PimpinanDewan

PerwakilanRakyatRepublikIndonesia;

6) Penyusunanlaporanhasilpengawasan;

7) PelaksanaanadministrasiInspektoratUtama;

8) PembinaanSatuanPengendalianInternal(SPI)di lingkunganSekretariatJenderalDPRRIdanBadanKeahlianDPRRI;

9) Pemberianrekomendasiatastemuanhasilpemeriksaanintern danekstern;

10) Pemantauantindaklanjut atastemuanhasilpemeriksaanintern danekstern;

11) Pendampingan/pemberianketeranganahli dalam prosespenyidikandan/atau peradilankasushasil pengawasan

padalingkupSekretariatJenderalDPRRIdanBadanKeahlianDPRRI;

12) Pelaksanaansosialisasimengenaipengawasan, konsultasi, asistensi, danpemaparanhasilpengawasan;

13) PenyusunanlaporankinerjaInspektoratUtama;

14) PelaporanpelaksanaantugasdanfungsikepadaSekretarisJenderal; dan

15) Pelaksanaanfungsilainyangdiamanatkanolehketentuanperaturanperundang-undangan.
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